BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2021.

: 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembeéntukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara




10.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor © Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495} sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
teiah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601] sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umutn {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 586 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturian Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomwor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah { Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 430},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politkk (Berita Negara Reptblik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kabupaten Chanjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Ketiangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021
Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetapkan

dan
BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.




Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021,
berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

B E e

Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp4.055.699.463.229,00
b. Belanja Rp3.901.614.454.481,01
Surplus/ Defisit Rpl54.085.008.747,99

c¢. Pembiayaan:
1. Penerimaan Rp247.184.091.082,69
2. Pengeluaran Rp80.222.526.430,00
Pembiyaan Neto Rpl166.961.564.652,69
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp41.670.405.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp4.014.029.057.968,00
2. Realisasi Rp4.055.699.463.229,00
Selisih (iebih) Rp4 1.670.405.261,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp279.376.168.138,99), dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja
setelah perubahan Rp4.180.990.622.620,00




2. Realisasi Rp3.901.614.454.481,01
Selisih (kurang) (Rp279.376.168.138,99)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp321.046.573.399,99 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran defisit

Setelah perubahan Rp166.961.564.652,00)
2. Realisasi surplus Rpl54.085.008.747,99
Selisih (lebih) Rp321.046.573.399,99

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp60.222.526.430,69 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp186.961.564.652,00
2. Realisasi Rp247.184.091.082,69
Selisih Rp60.222.526.430,69

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp60.222.526.430,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp20.000.000.000,00
2. Realisasi Rp80.222.526.430,00
Selisih (kurang) Rp60.222.526.430,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumiah
Rp0,69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan

neto setelah perubahan Rpl166.961.564.652,00
2. Realisasi Rpl166.961.564.652,69
Selisih (lebih) Rp0,69
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb, sebagai berikut:

a.

Saldo Anggaran Lebih
Awal Rp186.961.564.652,69
Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan




Tahun Berjalan

c. Jumlah

d. Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA)

e. Jumlah
Koreksi Kesalahan
Pembukuan Tahun
Sebelumnya

g Saldo Anggaran
Lebih Akhir

Pasal 5

Rpl86.961.564.652,69
Rp0,00

Rp321.046.573.400,68
Rp321.046.573.400,68

Rp0,00

Rp321.046.573.400,68

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1| ayat

(1) huruf ¢, sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Beban

c. Surplus/Defisit Kegiatan
Operasional

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional

e. Surplus Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa

f. Pos Luar Biasa

g Surplus/Defisit-LO

Pasal 6

Rp4.129.339.748.453,98
Rp3.884.142.559.281, 12

Rp245.197.189.172,86

{Rp652.184.842,38])

Rp244.545.004.330,48
(Rp31.311.178.606,00)
Rp213.233.825.724,48

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awai

b. Surplus/Defisit-LO
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

¢. Koreksi Nilai Persediaan

d. Koreksi Ekuitas Lainnya

e. Koreksi Ekuitas Akibat
Perubahan Kebijakan Akuntansi

f Ekuitas Akhir

Rp6.295.722.439.438,47
Rp213.233.825.724,48

Rp0,00

Rp10.503.215.291,82

Rp0,00
Rp6.519.459.480.454,77




Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per
31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp6.600.577.546.004,91

b. Jumlah kewajiban Rp81.118.065.550,14

c. Jumlah ekuitas dana Rp6.519.459.480.454,77
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rpl87.051.725.248,69
b. Arus kas dari aktivitas

Operasi Rp538.243.989.493,99

c. Arus kas dari aktivitas

investasi (Rp404.158.980.746,00)
d. Arus kas dari aktivitas
Pendanaan Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas
Transitoris Rp23.748.705,00
f Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00
g Kas di Bendahara
Pengeluaran (Jasa Giro} Rp0,00
h. Saldo akhir kas per 31
Desember 2021 Rp321.398.613.605,68
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri atas:




R o™ e Aap g
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Lampiran 1
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran 1T
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIII
Lampiran X

Lampiran X
Laiapiran XI
LampiranXII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVi
Lampiran XVii

Lampiran XVHI

Lampiran XiX

Lampiran XX

Lampiran XX. 1
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Laporan Realisasi Anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanija,
dan pembiayaan;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagily

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan  Modal
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

{Investasi)

dalam

: Kewajpban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 Dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
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Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daeral;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba /Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Agustus 2022
BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN
Diundangkan di Cianjur

Pailﬂm a_l Betembe r 2022

)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 36

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (21/132/2022)




